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Konsesi di bidang pelabuhan dapat diberikan dalam kegiatan usaha khusus di bidang 
pengusahaan terminal dan kegiatan fasilitas pelabuhan lainnya yang dilakukan otoritas pelabuhan 
yang diusahakan secara komersiil.  Otoritas pelabuhan sebagai wakil pemerintah memberikan 
konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan 
pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian konsesi antara otoritas 
pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan, telah diatur sesuai dengan standar operasional 
prosedur, baik mengenai skema pembe-rian konsesi di bidang pelabuhan dan mekanisme 
pemberian konsesi di bidang pelabuhan yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
sampai peraturan tingkat menteri, yang digunakan sebagai standar operasional prosedur 
pemberian konsesi, sebagai pedoman atau standar prosedur dalam pembuatan perjanjian kon-sesi 
dalam kegiatan pengusahaan terminal dan pengusahaan jasa pelabuhan di pelabuhan yang berada 
di Indonesia. 
         Prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian konsesi  dalam bidang kegiatan pengusahaan 
jasa pelabuhan dan pengusahaan terminal di pelabuhan telah menggunakan prinsip transparansi, 
responsibility, dan norma hukum.  Dalam penerapan konsesi di bidang pelabuhan, dipergunakan 
standarisasi perjanjian konsesi, yang di dalamnya di-atur penjaminan dan inspeksi, pengendalian 
dan pengawasan seba-gai syarat perjanjian.   Prinsip proporsional juga diatur dalam per-janjian 
konsesi diperlukan manakala terjadi kahar, wanprestasi dan berakhirnya perjanjian konsesi, 
dalam melaksanakan kewajiban yang fundamental. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak 
melanggar kewajibannya, dan bukan karena adanya perubahan hukum dan peristiwa keadaan 
kahar., maka pihak yang tidak melanggar dapat memutus perjanjian konsesi. Penyelesaian 
sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil dapat melakukan 
penyelesaian secara arbitrasi melalui BANI (Badan Arbutrise Nasional Indonesia) dan melalui 
pengadilan negeri setempat. 
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Concessions in the area of the port can be given in a special business activities in the operations 
of terminals and other port facilities activities conducted port authority cultivated commercial. 
The port authority as a representative of the government to make concessions or other forms to 
business entities to conduct port concession at the port as outlined in the agreement. The 
concession agreement between the port authority and business entities harbor, has been 
arranged in accordance with standard operating procedures, both regarding the scheme pembe-
rian concessions in the area of the port and the granting of concessions in the field of ports 
arranged in the form of legislation to regulation ministerial level, which is used as standard 
operating procedures for granting the concession, as a guideline or a standard procedure in the 
agreement is con-session terminal in exploitation activities and operation of port services in 
ports located in Indonesia. 
         The principles in the manufacture of the concession agreement in the field of port services 
and activities performed at the port terminal concession has used the principles of transparency, 
responsibility, and legal norms. In the application of concessions in the area of the port, used 
standardized concession agreement, in which on-set of underwriting and inspection, control and 
supervision seba-gai terms of agreement. The principle of proportional also set in per-Testament 
concessions required when there is a force majeure, default and termination of the concession 
agreement, in which the fundamental obligations. Default occurs when one party violates its 
obligations, and not because of changes in laws and events of force majeure., Then the parties 
are not violated may terminate the concession agreement. Settlement of disputes carried 
consensus, if unsuccessful can perform settlement arbitration by BANI (Indonesian National 
Arbutrise Agency) and through local courts. 
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        1.  Konsesi di bidang pelabuhan dapat diberikan dalam kegiatan usaha khusus di bidang 
pengusahaan terminal dan kegiatan fasilitas pela-buhan lainnya yang dilakukan otoritas 
pelabuhan yang diusahakan secara komersiil.  Otoritas pelabuhan sebagai wakil 
pemerintah memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pela-buhan 
untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. 
Perjanjian konsesi antara otoritas pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan, telah diatur 
sesuai de-ngan standar operasional prosedur, baik mengenai skema pembe-rian konsesi 
di bidang pelabuhan dan mekanisme pemberian konsesi di bidang pelabuhan yang 
diatur dalam bentuk peraturan perun-dang-undangan sampai peraturan tingkat menteri, 
yang digunakan sebagai standar operasional prosedur pemberian konsesi, sebagai 
pedoman atau standar prosedur dalam pembuatan perjanjian kon-sesi dalam kegiatan 
pengusahaan terminal dan pengusahaan jasa pelabuhan di pelabuhan yang berada di 
Indonesia. 
          2.  Prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian konsesi  dalam bidang kegiatan pengusahaan 
jasa pelabuhan dan pengusahaan terminal di pelabuhan telah menggunakan prinsip 
transparansi, responsibility, dan norma hukum.  Dalam penerapan konsesi di bidang 
pelabuhan, dipergunakan standarisasi perjanjian konsesi, yang di dalamnya di-atur 
penjaminan dan inspeksi, pengendalian dan pengawasan seba-gai syarat perjanjian.   
Prinsip proporsional juga diatur dalam per-janjian konsesi diperlukan manakala terjadi 
kahar, wanprestasi dan berakhirnya perjanjian konsesi, dalam melaksanakan kewajiban 
yang fundamental. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak melanggar 
kewajibannya, dan bukan karena adanya perubahan hu-kum dan peristiwa keadaan 
  
kahar. Apabila peristiwa wanprestasi terjadi, pihak yang melanggar mengirimkan 
pemberitahuan dan akan diberikan jangka waktu untuk memulihkan wanprestasi, dan 
apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat mumulih-kan, maka pihak 
yang tidak melanggar dapat memutus perjanjian konsesi. Penyelesaian sengketa 
dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil dapat melakukan 
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